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ABSTRAK

Umirahayusari, 105251106318. Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan
Murabahah di Pengadilan Apama Makassar tahun 2019-2021 Dibimbing oleh
St.Seleha Majid dan Siti Walida Mustamin.

Metode penelitian yang ...,,_.. :
dimana menggunakan teknik pengus

taldengan melakukan studi pustaka dan
wawancara. Dalam hal ini i, 53

. ah-satu Pengadilan Agama
\"'-\ yang diwawancarai adalah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Pada dasamya, kegiatan ekon@pudddalah kegiatan yang berkaitan dengan

N

cara untuk menimbulkan sengketa.

* Juhaya 8. Pradja, Ekonomi syariah (Banding ‘Pustaka setia, 2015), h 221
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Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan
Agama yang telah di atur dalam Undang-Undang pasal 49 nomor 3 tahun 2006 dari
Amandemen Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Mengenai Peradilan Agama.
Ekonomi Syariah atau seringkali disebut ekonomi Islam. Merupakan Ekonomi yvang

berlandaskan prinsip-prinsip syariah. sert

ang dimaksud dengan ekonomi syariah/

ekonomi islam ialah perbuats

prinsip syariah yang meg /

ha vang dilakukan berdasarkan

% Mikro Syariah,

Agama saat ini tidak hanya sekedar menganalisis, memilih dan memutuskan perkara-

perkara yang menyangkut perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah,



tetapi juga diberikan ahli-ahli baru dalam menyelesaikan persoalan- an

Sengketa Fkonomi syariah atau Islam.”

Dengan keteguhan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariah, dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang sejauh ini telah diberi tugas dalam
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akan diselesaikan sesuai dengan Akad yang telah disepakati kedua bela pihak.
3. Penyelesaian Kasus Sengketa yang dimaksud pada bagian 2 udak boleh

bertentangan atau berlainan dengan Prinsip Syariah.”

* ULl No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i




Pandangan Abdul Manan Sengketa Pada bidang Ekonomi Syariah yang

merupakan kewenangan Pengadilan Agama adalah;’

I. Sengketa pada bidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dengan

Lembaga Pembiayaan Syariah dengan Nasabahnya;

2. Sengketa pada bidang EkonomigSvariak

? Setelah keluarmya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan
bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 th 2008 tentang Perbunkan Svariah

! Dircktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Perkembangan Penanganan Sengketa Fkonomi Syarizh, (Jakarta: Dircktorat Jenderal Badan Perndilan
Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia), 2012, h. 29-30.




memberikan kemudahan terhadap bank-bank baru dala beroprasi sesuai dengan
Prinsip Syariah.’
Pihak-pihak dalam Ekonomi Syariah terbangun dari dasar nilai-nilai 1slami,

hingga para pihak memiliki kedudukan yang sama atau setara. Pada Perbankan
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B.  Rumusan Masalah

* M. Firdaus, NH (ed), Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah (Jukarta: Renaisan), 2005,




Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan
ini yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan Agama
Makassar tahun 2019-20217
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1. Secara Teoritis
Penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi Hukum Ekonomi




Syariah terkhusus penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada
Pengadilan Agama Makassar

2. Secara Praktis

I.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat




BAB 11

TINJAUAN TEORETIS

A. Kajian Teori

“ Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

"D. Y Witanto, Hukum Acara Mediaxi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan
Ulrrum dan Peradilon Agama menurut PERMA No. Tiahun 2008 tentang Prosedur Mediasi ot
Pengadilan), (Bandung: Alfabets, 2011), h. 2.




timbul oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan
adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya
suaty sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.*

1.2 Ekonomi Syariah

Berdasarkan atas Pasa

" Agimuddin Fka An, Solusi Bila Terjerat Kavux Bispiy (Jokarta: Raih Asa Sukses, 2010),
h.75. '

* Tmun Yahya, Seagketa Ekonomi Svariah Di Indonesia Pasea Putusan Mahkamah Kenstitusi
Nomor 93/ Puu-X/2012." Al-Manahij, Vol. X No. |, Juni 2016, h. 135,
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Jika ditinjau dari penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi
dibidang perbankan syariah saja, melainkan juga dibidang Ekonomi Syariah

lainnya. Adapun mengenai ruang lingkup Ekonomi Syariah lainnya yang

"' Ahmad Mujahidin, Prosedir Pemielesaian Sengheta Ekonomi Svariah di Indoonesia,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 63,
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2. Murabahah
2.1 Pengertian Murabahah

Secara bahasa murabahah diambil dari kata rabiha-varbahu- ribhan-
warabahan-warabahan yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan sedang

kata ribh itu sendiri berarti suatu kelebihafiyang di peroleh dari produksi atau modal

(profit). Merabahah berasal dari

"' Yadi Junwari Figh Lembaga keuangan syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarva.2015)
" Ibid.h.15.

h.14
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Jadi harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah margin kauntung,an.'l
Berdasarkan pengertian tersebut maka murabahah berarti saling memberi keuntungan
antara pihak bank syariah atau lembaga keuangan syariah dan musytari atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkadsgh Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Kompilasi Hukum Ekonomi § ‘/\x bahwa yang dimaksud dengan

murabahah ialah:

ditkan dan posisinya

" Adiwarman A Karim, Bank Islum Analisis Figifi dan Kewangun, (Jokarts: Raja Grafindo
Persada, 2006), h.98.

" Pasal 20 avat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Fahun 2008 Tentang Kompilasi
Hukum Ekenomi Syariah.
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‘dalam akad diperlukan agar tidak menimbulkan masalah atau celah hukum atas
berlangsungnya akad murabahah.
Menurut Al-Syairazi yang dimaksud murabahah jalah penjualan di mana

shahib al-mal memberitahukan kepada musytari tentang harga pembelian dan

lain dikalang

lembaga

Konvensional.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati oleh kedua bela pihak. Diamana penjual memberitahu

'* Atang Abdul Hakim, Figh Perbankan Syarish Transformasi Figih Muamulah ke dalam
Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h 226




harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan

selisih sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan pembeli.
Undang-undang  nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

memberikan definisi tenteng murabahah, dalam penjelasan pasal 19 avat (1)
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2.2 Ketentuan Hukum Akad Pembiayaan Murabahah

1) Al-Qur'an

0383 (e Ll aKia O Yy 135 1 5 G

a2 15 156 05 5 0 91
|

** Nadira, Al-Qur’an, QS An-Nisa/d:29.
" Nadira, Al-Qur'an QS Al-Bagarah/2:275,




Terjemahannya :
“Hai orang yang beriman! Penuhilah ankad-akad iw...” (QS Al-Maidah
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis maka hendakiah ada barang jaminan yang

dipegang. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain

** Nadira, Al-Qur an, QS Al-Maidah/5:1.
" Nadira, Al-Qur’an, QS Al-Bagarah/2:280.
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)
dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu
menyembunyikan  kesaksian karena  barang  siapa
menyembunyikan, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha
Mengc__%ahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Bagarah ayat
(283).°
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™ Nadira, Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat/2:283. _

*' Moh_Zuhri et. al., Terjemahan Sunan At Tirmidzi, (Semarang: CV Asyifa, 1992) h 659

* Ihid, h.664

' 4Muhammad Nashiruddin Al Albani Ringkasan Shahih Bukhari Jifid 3. (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2007), h.34,

*Moh Zuhri, op.cit, h 581




e)Hakim Ibn Hizam ra menerangkan bahwa:

“Nabi SAW bersabda: Penjual dan pembeli boleh berkhivar selama belum
berpisah. Jika mereka berlaku benar dan jujur serta menerangkan keadaan
barang jualan secara jujur niscaya diberikan berkat terhadap penjualannya
dan jika mercka berdusta menyembunyikan cacat niscava dihapuskan
keberkatan pen_;ua[annyn (HR. AbBukhary dan Mushm} 5

- kecuali perdamaian

dan kaum

:::::::

b) Fatwa DSN-MUI Nomor [3/DSN-MUIIX/2000 tentang Uang Muka

Dalam Murabahah.

* Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahik Musiim, (Jokart: Pustaka Armani, 2003) h 518,
* Abu Bakar Mubammad, Hadits Tarbivah 11, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 282
7 Wirosa, op.cit, h 43




¢) Fatwa DSN-MUI Nomor 16/DSN-MUVIX/2000 tentang Diskon dalam
Murabahah,
d) Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUIIX/2000 tentang Sanksi Atas

Nasabah Mampu yang menunda-nunda Pembayaran dan

///&wgs\\\

//"'uv“\\

disepakati kualifikasinya.

* Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah :Produk-produk dan Aspek Hukumnya, (Jukarta:
Kencana, 2014), h 195-197
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4) Bank membeli barang vang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan

pembelian ini harus sah dan bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6) Bank kemudian menjual barang terséht kepada nasabah (pemesan) dengan
harga jual senilai harga beli /\ i, Dalam kaitan ini bank

2) Jika bank menerima permohonan tersebut maka ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus

menerima (membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya




karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah
pihak harus membuat kontrak jual beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang
muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak mebeli barang tersebut, biaya riil bank

harus dibayar dari uag /\

°® s
/p L‘: oy
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2) Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan yang dipegang.
Keempat: Utang dalam murabahah
1) Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak

ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak




ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut
dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir maka

AN,
(‘.\\

B

sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan.

Meskipun dalam fatwa ini menyebutkan bahwa subyek murabahah adalah
bank namun praktik di dalam lapangan ketentwan ini berlaku juga bagi lembaga
keuangan syariah.




a. Bentuk dan sifat Pembiayaan Murabahah

1. Mula-mula bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank
untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan
menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank.

j@ah, barang tersebut kepada nasabah pada
tingkat harga yang di /\ Wang terdiri dari harga pembelian

dibayar dalam jangka
nS MU H4 W

2. Bank seketika itu juga

%\v
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* Kamaen A. Perwatnatmadja & Muhammad Svafi'l Antonio, Apa dan Bugaiman, b 26
" Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatu, h. 347




2) Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek
transaksi jual beli, Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan
jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

3) ljab dan gabul

crahan dan penerimaan barang

oleh pihak pembeli kepada pihak pembeli kepada pihak penjual, Sedangkan
mengetahui harga merupakann syarat sah jual beli.
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3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat di ukur, dihitung dan ditimbang,
baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual dengan penjual yang pertama
atau setelahnya, Oleh karena it, harga pokok ini biasanya ditentukan oleh nilai,
seperti mata uang.”'

2.5 Resiko Akad Pembiayaan Murabahal

Adanya resiko menimb harus bertanggungjawab

“\p,MASﬁ = P biasa

-~ \\\‘\“h,///

}
/x//’

berbeda dengan yang dia pesan. Bila lembaga keuangan syariah telah
menandatangani kontrak pembelian dan penjualan, barang tersebut akan

" Yadi Janwari Figh Lembagn keuangan syariah (Bandung: PT Remaju Rosdakarya,2015)
hlm 16
" Murdani, Hukum Sistem Ekonomi Islam.(Jakarta: Rajuwali Pers, 20159, . 188




menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko unwk
menjualnya kepada pihak lain.
4) Dijual.

Murabahah bersifat jual beli dengan wtang, maka ketika kontrak

penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut

melibatkan pembeberan informasi dan bukii terkait atas sengketa vang

dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga




dikemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-
macam jenisnya, seperti

» Mengenai pembebasan lahan

* Perbankan
* Sengketa Keperdataan

= Mediasi, sesuai dengan peraturan MA No. 1 Tahun 2016 tentang
prosedur mediasi di Pengadilan pada pasal | mediasi adalah cara
penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
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* Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternative
yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga
yang diikut sertakan untuk menyelesaian sengketa seseorang.

* Penilaian ahli adalah suatu pendapat para ahli untuk suatu hal yang

bersifat teknis dan sesuai déngan bidangnya.




BAB 11

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penclitian

1. Jlenis Penelitian

Penelitian ini menggunakag is Penelitian kualitatif deskriktit. Penelitian

kualitatif’ deskriptif

\,‘ P‘b MUHAJ,})‘\

orin. Peniilib
@P\KASS,@ /‘?/s \

A,Ae’~ o van “!,,/ /P& =
\\\\\\ '//4,/ A $

— wf ® X%

., r.—.---rwi»

..........

kata-kata tertulis atau lisan

/ll 3:=A

!'V A}

//’1!11\‘\\\\,

B. Lokasi dan Objek Penelition
Penelitian ini dilakukan di JI. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya.

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan. Yang menjadi objek

29
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penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Makassar karena di pengadilan Agama
Makassar adalah salah satu pengadilan yang pernah menerima dan menangani perkara
ekonomi syariah,

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada penelifian:

l!l,":l

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan menggunakan dafiar
pertanyaan sebagai panduan dalam wawancara dengan responden .



3

2. Data Hukum Sekunder
Yakni data yang didapat melalui penelitian keperpustakaan (library
Research) dengan menelaah bahan-bahan buku yang terjadi:

2.1 Bahan Hukum Primer

N
“T‘\., KA\nd-

\\\\\“h h///
;/

o-o L :_Q
73

\". ////(&ij \\::\ ‘
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literatur-literatur - mengenai  Ekonomi  Syariah, dan Hukum Acara
Pengedilan Agama, dokumen serta laporan penelitian lainnya.

Bahan Hukum Tersier
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Yaitu bahan hukum }!ang!mmnbm-ikm petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer bahan hukum sekunder yang meliputi
jurmal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum
Ensiklopedia dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

| A0Aian

:

Sumber data diperoleh dan| hasil wawancara mendalam terhadap
perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden

penelitian. Dengan ini diharapkan liti dapat mengetahui secara mendalam
|
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mengenai Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah di Pengadilan
Apama Makassar.

Subjek penelitian ini adalah:

1) Hakim

2) Panitera

3) Kasir

\

P
ﬁ 3=A

//"'uv‘

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar™ yang muncul

dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan




ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat,

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola
yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau
peringkat-peringkat, tetapi tinda dak selalu bijaksana. Reduksi data

\/ gt :
(/REM™ ®)
") AR
i
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penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjavan ulang pada catatan-catatan
lapangan dan meminta responden yang telah dijaring datanva untuk membaca

kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul
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sebagai  kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohannya, dan

kecocokannya.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

L. Sﬂjﬂmh Pengadﬂm A.gﬂﬂ]ﬂ AKASSH

e 1y,
SNy .
e o

—

Undang-Undang Rl No. 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 27
Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara Rl No. 49

Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No. 3400. Adapun isi dari

36
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Undang-Undang RI No.7 Tahun 1989 terdiri atas 7 bab meliputi 108 pasal.
Ketuju bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan,

pengadilan, hukum acara, ketentuan, peralihan, dan ketentuan penutup.

a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957

Gifyh

2y, Z4 1§ N\
% ALY
i mm

masih disatukan dengan wilayah Makassar.

Sebelum terbentukyas Mahkamah Syaraiah yang kemudian berkembang
menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dahulu yang mengerjakan

kewenangan Pengadilan Agama adalah namanya Qhadi yang pada saat jtu
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berkantor di rumah tempat tinggalnya sendiri. Pada masa i ada dua
kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Tallo dan Kerajaan
Gowa yang dimana dahulu Qhadi diberi gelar dengan Syeh kemudian gelar
itu berganti menjadi Daengta Kalia,

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1953

ll'

_.,
Yy /

14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 m?.
3. Luas Wilayah
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kota
Makassar mempunyai batas-batas sebagai berikut:
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a. Sebalah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.
b. Sebelum Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros.
¢. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Mkassar

dahulu hanya terdiri 9 Kecamfn selanjutnya berkembang menjadi 14
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e

. Struktur Pengadilan Agama Makassar Kelas ! A
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5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas | A
a. Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih. beribawa dan professional

dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam menuju supremasi hukum.

Sebelum melangkah kepada penjelasan terkait Penyelesaian Sengketa
Pembiayaan Murabahah pada Pengadilan Agama Makassar sehagaimana merupakan

analisis terhadap rumusan masalah pertama, ada baiknya untuk mengetahui dan
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menguraikan terlebih dahulu bagaimana sengketa Ekonomi syariah di pengadilan

Agama Makassar dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya.

1.1 Sengketa Ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar

\\\\‘\ml,////

/(ll

dan isinya tidak dirubah dalam undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang

kewenangan Pengadilan Agama.

* Drw Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makussar
Kelas | A) Wawancara, Makossar, Selnsa, 14 April 2022
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1.2 Mengenal akad Murabahah
Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu
Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Murabahah.
“Pembiaayaan murabahah adalah akad jual beli antara kedua bela pihak
yang mdah ada perjanjian sebe amnya dan pembeli sudah mengetahui

penjual. Contohnya seseorang melakukan
transaksi di bank untuk melz ukan pemb, lian motor dan mengetahui harga
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kreditur masing-masing mengetahut ¢

diketahui harga awal dan keuntungannya

* Dra. Hi. Nurjaya, M., Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar
Kelas | A) Wawaneam, Makassar, Selnsa, 14 April 2022,




1.3 Sengketa Ekonomi Syariah akad Murabahah di Pengadilan Agama Makassar

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.

“di Pengadilan Agama Makassar untuk kasus sengketa ekonomi svariah
masih minim, karena seringkali penyelesaian dilakukan secara damai oleh
kedua bela pihak. Namun untuk kasus murabahah tahun 2019-2021 di
pengadilan agama baru duafykasus yaitu kasus nomor perkara

?ﬁEJ’PﬂLG!EﬂZIIFA f:m..ww. Mks™*

rosiasi, mediasi

litigasi namun

belum ada solusi yang di peroleh maka selanjutnya harus di selesaikan di
pengadilan (litigasi) dengan mendaftarkan perkara di pengadilan agama, dan

* Dra, Hj. Nurjava. M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makussar
Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 April 2022,
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pada pengadilan agama kola makassar pendaftaran kasus hanya menggunakan
aplikasi e-Court dan tidak banyak kasus yang terdaftar dikabulkan oleh majelis
hakim karena biasanya penggugat melanggar salah satu syarat formil schingga

gugatan tidak jelas (Obscuur libel) dan cacat formil dan harus dinyatakan tidak

dapat di terima (niet Onvanklijke d) seperti pada kasus nomor perkara

768/Pdt.G2021/PA.Mks ds i dEGR020/PA Mks”

s\‘ KA 7 maka beliau
g SS‘I,?
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“Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui
musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati
oleh kedua belah pikak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk

* Dra. Hj. Nurjaya. M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar
Kelas 1 A) Wawancara. Makassar. Selasa, 14 April 2022,
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menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE
SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya *.

Sehingga Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan menangani kasus

tersebut dan kasus nomor 1327/Pdi.G/2020/PA . Mks ditolak.

e Pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court

* Penetapan Majelis hakim dan Panitera Pengganti oleh ketua pengadilan

“Dra. Hj. Nurjaye, M., Hakim Pengadilan Agarma Makassar (Pengadilan Agams Makassar
Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 14 Aprif 2022,
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¢ Penetapan hari sidang
2 Tahap persidangan

* Acara  pemeriksaan  sidang  istimewa  apabila  perkara

digugurkan,dibatalkan dan verstek

agama bisa menangani kasus ekonomi syariah karena hanva hakim yang sudah

* Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar
Kelas | A) Wawanearn, Makassar, Selasa. 14 April 2022,




memiliki sertifikal pendidikan ekonomi syariah yang diberikan kewenangan untuk
menangani perkara ekonomi syariah.
1.7 Waktu Penyelesaikan sengketa Murabahah di Pengadilan Agama.

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6

bulan di tingkat pertama.

Dari hasil wawancara g mengemukakan bahwa:

!/ : k\'\ i) akt.u selama enam

an waktu enam

r \\\ Q"" ,//
‘/’ A

pada Sengketa Pembiayaan Murabahah di Kota Makassar Tahun 2019-

2021




Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah
dapat dilakukan melalui dua model, yaitu penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.
Penyelesaian secara litigasi merupakan wilayah kompetensi pengadilan agama. Untuk

pilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dibagi dua, yaitu melalui

¢ %(\“ S MUHQ_\
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penengah bagi suatu sengketa.

Inti arbitrase menurut pandangan Islam adalah penyelesaian sengketa

yang terjadi antara para subyek hukum melalui cara-cara damai dengan
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perantara pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut berhak untuk mengambil
keputusan yang harus diridhoi oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Di  Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk
menyelesaikan berbagai sengketa bisnis vang terjadi dalam lalu lintas

perdagangan, antara lain B2

Arbitrase Muamalat Indonesia) yang

khusus menangani ma; s hdalam  bisnis Islam, sekarang

berubah menj

f) Kepercayaan dan keamanan, arbitrase memberikan kebebasan dan

otonomi sangat luas, juga secara relatif memberikan rasa aman terhadap
keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum

yang berbeda
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2.3 Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah
Tahkim dan dan tshkam di indonesia badan penyelesaian sengketa
-ekonomi syariah di sebut Badan Arbitrase Nasional Syariah (Basyarnas) yang

semulanya namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Banui). Dimana

penyelesaian menggunakan jalur_afhitcase nasional tidak berbeda jauh karena

relatif sama dengan arbi /\ i 'piida umumnya. Karena ketentuan-

Ll No. 30 Tahun 1999

J i 4 4
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul *“Analisis

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Akad Murabahahpada pengadilan Agama
Kota Makassar tahun 2019-20 /\

-

1t Pengadilan Agama itu
v ibahah adalah salah

Ll 1] i

itu sudah dimusyawarahkan bersama para Hakim sehingga putusan itu sudah

pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus
menerima putusan dengan bijak, akan tetapi jika tidak dapat menerima putusan-
Nya maka mereka boleh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
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3. Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah terkhususnya Akad Murabahah
bisa dengan jalur Damai di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi,
mediasi dan arbitrase atau melalui jalur yaitu jalur Pengadilan (Litigasi) dengan
cara mengajukan gugatan.

B. Saran
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